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Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim lebih dari 90%,
mengatur masalah zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat . Hal ini dimaksud sebagai bentuk kepedulian negara terhadap hak-hak fakir miskin di
Indonesia. Undang-undang tersebut juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatra Selatan
bahwa potensi zakat yang dapat diperoleh dari Bumi Sriwijaya mencapai Rp 2,3 triliun. Hanya
saja, potensi tersebut masih sulit untuk direalisasikan, khususnya dari Aparatur Sipil Negara
(ASN). Optimalisasi zakat di kalangan ASN di Palembang dapat mencapai 100% jika
kewajiban membayar zakat dijadikan gerakan kebangkitan zakat dan pemberdayaan ekonomi
umat. Pemerintah Kota Palembang dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Palembang telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku di wilayah hukum kota Palembang. Pasal 4 Ayat (1)
PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu subjek zakat
adalah : “Setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam yang mampu”. Pengumpulan
zakat (zakat profesi pen) bagi PNS dél'am-wilay'ah kota Palembang berdasarkan Pasal 21 ayat
(3) PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahuri’gp‘l‘! bersifat wajib untuk disalurkan ke BAZNAS
Kota. Dan khusus untuk zakat profesi bagi Aparatur S'ipii_ Negara dikumpulkan oleh petugas
pengumpul zakat selaku UPZ dan selanjutriya disetorkan ke rekening BAZNAS Kota pada
langsun; 3AZNAS Kota Palembang. Secara nyata
erjalan secara efektif. Masih
zakat profesinya ke Kantor

terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN
BAZNAS Kota Palembang. s
Ada beberapa faktor yang mempen
Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 d

rofesi berdasarkan PERDA
pemerintah Kota Palembang.

_ falikota yang merupakan turunan |
dari PERDA tersebut; b. Kelembagaan BAZNAS sendiri yang belum represé@tatid; c. |

Tingkat kesadaran ASN di lingkungan kantor pemerintah kota Palembang tent zakat
profesi; d. Sarana dan prasaran yang mendukung 'Lembéga'BAZNAs.-kota untuk méajaianknn
tugasnya; e. Budaya hukum masyarakat yang terbiasa membayar Zakat kepada kerabat
terdekat pada bulan Ramadhan
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